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TENTANG
STANDAR PELAY ANAN
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DENGAN RAHMAT TUHAN YASG MAHA ESA
REPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN SUMEDANT
Menmimhang a Hahwa dakam rangkn  memngkatian  keecrpa dan hualitas

penyvelenggaran pelayanan publik yang dapat memenuhy harapan
masyarakat schagmman amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahu
2009 tentang pelavanan publik, perly dibuat standss Pelayvanan
schagan tolak ukur pedoman penyelengrarasn pelavanan dan scuan
penilaian kualitas pelavanan yang merupakan kewapban dan jang
penyelenggaraan kepads pengpruna layvaran,

b Bahwa standar pelayanan sebagaimana maksud huruf 3 terschut dh
atas yang berlaku di Lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakm
dan Desa ditetapkan dalam Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa:.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang  Pembentulan
Dacrah-dacrah Kabupaten dalam Lingkungan Provins: Djawa Barat
(Berita Negara Republik Indoncsia Tahun 1930} sehagamana telaly
divhah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang
Pembentukan Kabupaten Purwakacta dan Kabupaten Subang dengan
mengubah  Undang-Undung  Nomor 14 Tahen 1950 tentang
Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Proving Dawa
{Lembaran Negarn Republik Indonesia Tahen 1968 Nomor 3]
Tembahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2841 I, 1

b. Llndmg-Undqnj_; Nomor 14 Tahun 2008 tentang  Keterbukaan
Infiormasi El"ul:rhk (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
}'-I{;:Ln;?f 61, Tembahan Lembaran Mepam Republik Indonesia Nomar

) B

¢. Undang-Undang republik Indomesia Nomor 23 Tahun 2009 léntang

Pelayanan Publik { Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009

N Z g
m';n;?;r I'12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentn Pem
E’;:ﬁ:‘h [Lgmhumn Negara Republik Indonesia 1':|h[fm Euain:;ﬁf:
ot baban Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor $587,
sehagaimana telah divhah beberapa kali, terakhir deangan 1) dﬂ
Erlﬁbzuhr:n : Republik Indonesia Tahun 2015 Momor 58
n Lembaran Megara Republik Indongsiy Nomor 5679, i
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h  Peraturan Descral Kabopston Sumecdang Nomor || Tal X
iertang Pembentukan dan Susenan Peranglar Decrsh halbapen
Sumedang (Lembaran Dacrah habupaien Sumedang Tahum 2014
Moniod ¥

1 Peraturan Bapan Sumedang domor 109 Tahen JU1Y tertang
Pedoman Siuandsr Pelavansn ) Linplunesn Pemonetah Kaboratens
Sumcdang

1 Peraturan Bupan Sumedang Nomor 14 Tahun 2017 Temtang Urnan
Tugas Jabatan Strubtuml Pada Dinas Pemberdasaan Masyarabas dan
Desa;

MEMUTUSKAN ¢

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DAN DESA TENTANG STANDAR PELAYANAN PADA DINAS
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN
SUMEDANG,

Standar Pelayaman pada Dinas Pemberdayaan Masvaralat dan Desa
mliput - : :
1. Jenis Pelayanan ;

2. Komponen Standar Peloyanon |

3. Wist, Mis, Motto dan Maklumat Pelavanan |

sehagarmane tercantum dalam Lampican 1, 11, dan [ vany merumal s
bagian tidak terpisahkan dasi keputwsan i = S

Smnd:_r Pelayanan schagnmana dimaksud Dikum KESATL depergunalan
sehagai pedoman penyelenggaman pelmvanan dan acuan penilaian kualimss
pelayanan dalam mogks memberikan pelayanan vang

_ herklualitas, cepa
mudah, tefangkau, dan terakur, = 3

hmpm:n stumdnr [rl;l_a:mmn schapmimana deimaksud angla dua dikram
RESATL Keputasna ini vang rerkait denpan proses pemampaian pelavanan
{survice detivery ) dipublikasskan bepada pengpuna lavanan '

Keputusan ini berlaku sepak tanggal ditetaphan

Ditetaplan ds : Sumedang
Pada wangpal  Dkiober 202)
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LAMPIRAM I

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN DESA

NOMOR : ¥P.o4 /91 /2021

TENTANG STANDAR PELAYANAN PADA DINAS
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN SUMEDANG

RINCIAN JENIS PELAYANAN

NO

NAMA UNIT KERJA

JENIS PELAYANAN

Sekretarat

Pelayanan Penerimaan Tamu

et M

Fasilitasi Permohonan Bantuan Keuangan Desa
i Bankudes} ke Propinsi dan Kabupaten

Bidang Pemerintahan Desa

Pelayanan Fasilitasi Pela Batas Diesa

Pelayanin Administrasi Pemerintahan Desa

Fasilitasi Pemilihan Bakal Calon Kepala Desa

1L

Bidang Pemberdayaan Ekonomi

Pembinaen BUMDes, Posyantek, KP SPAM

Pembangunan dan Kerjasama Desa

Fasihtasi Desa Wisata

Bidang Penataan dan
Pemberdayaan lembaga
Kemasyarakatan Desa dan
Lembaga Adat Diesa

] e =)

Pembinaan Lembapa Kemasvarakatan Desa
{ RT, RW, Kader Posyandu, PKK, Karang
Taruna Desa, LPM Desa/Eelurahan)

Pelayanan Informasi Data Lembaga
Kemasyarakatan Diesa dan Lembaga Adat Desa

10,

Pelayanan Fasilitasi Administrasi Posyvandu

Bidang Keuangan dan Aset Desa

Fasilitasi Pengajuan Penyaluran Dana Desa

12.

Fasilitasi Pengajuan Pencairan ADD, DBH
Pajak dacrah dan Retribusi Daerah

13.

Fasilitasi Pengajuan SILTAP, BPIS Kesehatan
dan BPIS Kelenagakerjaan bagi Kepala Desa
dan Perangkat Desa

Fasilitasi Pengajuan BLT Dana Desa

Fasilitasi Kerjasama Pemanfastan Aset Desp

Fasilitasi Sewa Tanah Kas Desa dengan Luas |
Diatas 1 Ha

Fasilitasi Tukar Menukar Tanah Kas Desa yang
Terkena Kepentingan Umum

Verifikasi Berkas dan Kelenghkapan Persyaratan
Permohonan Bantuan Keuanpan Propinsi
Kepada Desa (Sapras)

Fasilitasi Proses Pengadaan Tanah Kas Desa

.
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EEPUTUSAN KEPALA DNAS
PEMBERDAY AAMN MASYARAKAT DAN DESA
NOMOR : KP.og fon /201

TENTANG STANDAR PELAYANAN PADA
DINAS PEMBERDAY AAN MASYARARAT
AN DESA KABUPATEN SUMEDAMNG

KOMPONEN SETIAP JENIS PELAYANAN

1. JENIS PELAYANAN : PELAYANAN PENERIMAAN TAMU

NO., KOMPONEN URAIAN
I. | Dasar Hukum 1. Undang-Undang Momor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik;

2, Peraturan Pemenntah Momor 96 Tahun 2012 fentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004
teniang Pelavanan Publik;

3, Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang
Pengelolaan Pelayanan Publik.

4, | Persyaratan Materi/Bahan yang akan dibahas
3. | Prosedur 1. Pemohon mendatangi Meja Pelayanan  vang telah
disediakan

2, Pemohon Mengisi Buku Tamu dan diberikan Kartu
Kunjungan.

3, Pemohon menyampaian Materi afau  Kepentingan
kumjungan.

4, Petupas Pelayanan memberkan Informasi  langsung
apabila kepentingan terscbut bersifat Umum.

5. Petugas  Pelayanan menghubungi Bidong  sesuai
kepentingan Pemohon apabila membutuhkan penanpanan
teknis.

6. Pemohon diantar ke Bidang vang dituju,

7. Apabila tolah sclesai pemohon kembali ke Meja
Pelayanan dan menyerahkan Kartu Kunjungan.

4. | Wakiu pelayanan 1 Hari
B2 Bigva taril Gratis
6, | Produk Ea.}'annn Layanan Penerimaan Tamu
7. | Pengelolaan Pengaduan | Subag Umumn
& | Sarana dan prasarana 1. Meja Pelayanan
danfatay fasilitas 2, Kariu Kunjungan
9. | Kompetensi Pelaksana 1. Memiliki Keterampilan dalam Berkomunikasi
2. Ramah
3. Menguasai Jenis-Jenis Pelayanan yang ada secara Limum
1. | Pengawasan internal Kepala Dinas
11. | Jumiah pelaksana i2 orang
12. | Jaminan pelayanan - Maklumal Pelayanan
- Kode Etik pelayanan
13. | Jaminan keamanan dan | Berpedoman pada prosedur vang telah ditetapkan
keselamatan pelavanan
14. | Evaluasi kincrja Secars berkala dilaporkan ke pimpinan,
pelak=ana |

1. JENIS PELAYANAN : FASILITASI PERMOHONAN BANTUAN KEUANGAN DESA
(BANKIDES) KE PROPINSI DAN KABUFATEN.

NO.

KOMPONEMN

URATAN

1.

Drasar Hukum

Peraturan Bupati Sumedang Momor 45 Tahun 2012 tentang
tata Cara Pemberian dan Perangpung Jawaban banimn

Keuanpgan Kepada Desa
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1. Pemegawasan internal Atatan Langsung =
11, Jumlah pelaksana 2 [duad Orang
12. | Juminan pelavanan Dalam Venifikasi dan E.omunikasi
13, | Jaminan keamanan dan Rekomendasi akon mengodi dasar dalam pencaran Ramtuan

keselamatan pelavanan Keuangan Desa
4. | Evalussi kinerja Secamn Berkala dilaporkan kepada Atasan

| pelaksans

3. JINIS PELAYVANAN : KETERANGAN TIDAK PERNAH SEBAGAI KEPALA DESA
SF1 ARI4 2 (TIGA) KALI MASA JABATAN.

i ROMPONEN

URALAN

© | Dasar Hukum

UL & Tohun 2004
. PP 43 Tohun 2014
. PMDN 82 Tahun 2015 |
- PRADM 112 Taban 20104
. Perdn 2 Tohun 2005

. Perda 3Tohun 2003

. Perbup 74 Tahun 2015

Fersvaratan

. Biodata Permohonan
. liazah terahkir permohonan

%

Pemohon dengan membawn persyamaian

o Petugas memeriksa  dokumen  persyaralan

mencocokan dengan database kepala desa

Petugns membuat rancangan sural krelerangan

- Kepala bidang pemerintalinn desa menandnlangani sura
keterngan

3 Petupns  menyerahkan
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9, | Kompetensi Pelaksana

| L

Mahir mengoperasikan computer

| 2. Memahami Permendagri dan Peraturan Bupati
. mengenal Pemenniahan Desa
" 10 | Pengawasan internal | Atasan langsung
11. | Jumlah pelaksana 3 orang
12, | Jaminan pelayanan Mempunyai kompetensi di bidang Pemenntahan Desa
13. | Jaminan keamanan dan
keselamatan pelayanan ;
14. | Evaluasi kinerja Secara berkala dilaporkan ke atasan
pelaksana

4. JENIS PELAYANAN : PENGESAHAN PENGANGKATAN KEPALA DESA

NO

KOMPMONEMN

LRAIAN

B

Drasar Hukum

i Jodfed. oo

L]

-3

UL & Tahun 2014,
PP 43 Tahun 2014,
Peraturan Menteri Dalam Negeri Momor 82 Tahun 20135,
Peraturan Menteri Dalam Megeri Momor 112 Tahun
2014,

Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 2 Tahun
2013,

Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 3
Tahun 2015, dan

Peraturan Bupati Sumedang Nomor 74 Tahun 20153

Persyaratan

Surat BPD

Surat Camat
Laporan Pnelitian Pemilihan Kepala Desa

Biodata Kepala Desa

ol o Bt o B b

b

3.

Pemohon dating dengan membawa persyaratan

Petugas memeriksa dokumen persyaralan

Petugas membuat rancangan keputusan bupati, surat
pengantar dan noda dinas

Rancangan keputusan bupati, surat pengantar dan noda
dinas disampaikan kepada Bupatt melalui bagian hokum
Setelah keputusan ditendatangani oleh bupati petugas
membentahukan dan menyerahkannva kepada pemohon

o

Waktu pelayanan

30 hari

Ln

Biaya Tarif

Crratns

Produk Layanan

Keputusan Bupati teniang pengesahan pengangkatan
Kepala Dhesa

Z  JENIS PELAYANAN : PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

NO

KOMPONEN

URAIAN

Dasar Hukum

e L bt

1 & Tahun 2014,

PP 43 Tahun 2014,

Peraturan Menteri Dalam Negeri Momor 82 Tahun 2015,
Peraturan Menten Dalam Megeri Momor 112 Tahun
2014,

Peraturan Dracrah Kabupaten Sumedang Momaor 2 Tahun
2015,

Peraturan Deerah Kabupaten Sumedang Momor 3
Tahun 2015, dan

Peraturan Bupati Sumedang Nomor 74 Tahun 2015

Persyaratan

[ -

. Surat Carmai

Surat BPD

.



Prosedur

Lk [ i |

Pemohon datang dengan membawa persyanitan
Petupas memenksa dokumen persvaraian

Petugas membuat perancangan keputusan bupati, surst
pengantar dan nota dinas

Rancangan keputusan bupat, surat pengantar dan nota
dinas disampaikan kepada bupat melalus bagian
hokum

Setelnh Keputusan ditandatanguni oleh Bupan, petugas
membeniahukan dan menyerahkannya kepada
pemohon

Wakiu Pelavanan

30 han

BiayaTaril

Gratis

==
5
6

Produk Layanan

Keputusan Bupati tentang Pemberhentian Heﬁala"ﬁ.?a

6. JENIS PELAYANAN : PEMBERHENTIAN SEMENTARA KEPALA DESA

NO

KOMPONEN

URATAN

1

Dazar Hukum

e Tk ok o=

LU 6 Tahun 2014,

PP 43 Tahun 2014,

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 201 3,
Peraturan Menleri Dalam Megeri Momor 112 Tahun
2014,

Peraturan Dacrah Kabupaten Sumedang Nomor 2 Tahun |

2015,

Peraturan Daerah Kabupalen Sumedang Nomor 3
Tahun 20135, dan

Peraturan Bupati Sumedang Momor 74 Tahun 2015

Persyaratan

Surat BPD
Surat Camal

o

b e L Bl o

Pemohon dating dengan membawa persyaratan
Petugas memeniksa dokumen persyaratan

Petugas membuat perancangan keputusan bupati, surat
pengantar dan nota dinas

Rancangan keputusan bupati, surat pengantar dan nota
dinas disampaikan kepada bupati melalui bagian
hokum

Setelah keputusan ditandatangani oleh Bupati, petugas
memberilzhukan dan menyerahkannya kepada
pemohon

| Waktu Pelayanan

30 Han

Ly

Biaya/Tarif

Cratis

Produk layvanan

Keputusan Bupati tentang pemberhentian Sementara
kepala desa

7. JENIS PELAYANAN : PENGANGKATAN PENJABAT KEPALA DESA

NO

KOMPONEN

URALAN

1

Dasar Hukum

A fa Ll B

&

. ULV & Tahun 2014,
. PP 43 Tahun 2014,
. Peraturan Mmlerj Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015,
- Peraturan Menter Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2014,
. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 2 Tahun

2015,

Peraturan Daerah Kab ns
2015, dan upaten Sumedang Momor 3 Tahun

. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 74 Tahun 215

. e e




Surat BPD
Surat Camat B )
Pemohon dating dengan membawn persvaratan
Petugas memenksa dokumen persyaratan
Petugas membuatl perancangan keputusan bupaty. surnt
pengantar dan nota dinas
4. Rancangan Keputusan Bupat, surat pengantar dan nota
dinas disampaikan kepada Bupan melalw Bagan
Hukum
5. Setelah keputusan ditandatangan oleh Bupan. petugas
= memberilahukan dan menyerahkannya kepada pemohon
4| Waktu Pelayanan 30 Hari SR
Biaywy' Taril Ciralis
6 | Produk Layaman Keputusan Bupati tentang Pengangkatan Penjabatl Kepala
Desa

ta

Persyaratan

il ==

3 | Prosedur

Lad D =

L]

8. JENISPELAYANAN : PEMBERHENTIAN ['HJMMT_HEML.-‘; DESA
NO KOMPONEN URAIAN
I | Dasar Hukum I. ULI'G Tahun 2004,
2. PP 43 Tahun 2014,
3. Peraturan Menterd Dalam Megeri Nomor 82 Tahun
2015,
4, Peraturan Menteri Dolam Megen Momor 112 Tahun
2014,
5, Peraturan Daerah Eabupaten Sumedang MNomor 2
Tahun 2015,
. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 3
Tahun 2015, dan

&
7 nan -
2 | Persyaratan 1. Surat BPD '
2. Bural Camal
3 | Prosedur 1
2
3

. Pemohon dating dengan membawa persvaratan
. Petugas memeriksa dokumen persyaratan
. Petugas membuat perancangan keputusan bupati, surat
pengantar dan nota dinas
4. Rancangan keputusan bupati, surat pengantar dan nota
dinas disampaikan kepada bupati melalui bagian
hokum
5. Setelah keputusan ditandatangani oelh bupati, petugas
membentahukan dan menyerahkannya kepada
- pemohon
4 | Waktu Pelavanan 30 Hari
Biaya/Tarif Gralis B
6 | Produk Layanan Keputusan Bupati tentang Pemberhentian Pejabat Kepala
Desa

L) |

e

2. JENIS PELAYANAN : PERESMIAN ANGGOTA BPD

MO | KOMPONEN URAIAN
1 | Dasar Hukum I. UU6 Tahun 2014,
2, PP 43 Tahun 2014,

3, S-;a;‘umn Menten Dalam MNegeri Momor 82 Tahun

i, ggr]::urun Menteri Dalam Neger Momaor 1172 Tahun

2. Permuran Daerah Kabupaten 3
Taban 2015, pa umedang Nomaor 2

6, Peraturan Daernh Kab imed
Tahun 2015, dan it g Nomir': 3

7. Peraturan Bupati Sumeddang Nomaor 74 Tahun 2015 |

. e e



i 4 | Waktw Pelayanan | 30Han
| 5 | BayaTanf | Gratis
| & | Produk Pelayanan Keputusan bupati lentang peresmisan Anggeota BFD
10, JENIS PELAYANAN : PEMBERHENTIAN ANGGOTA BPD
| MO KOMPONEN URAIAN
1 | Dasar Hukum 1. UL)& Tahun 2014,
2. PP 43 Tahun 2014,
3. Permturan Menteri Dalam Negen Nomor 82 Tahun
X013,
4. Peraturen Menteri Dalam Megen Nomaor 112 Taibun
2014,
5. Peraturan Doerab Kabupaten Sumedang Nemor 2
Talun 2015,
6. Peraturan Doerah Kabupaten Sumedang Nomor 3 |
Tahun 2015, dan
7. _Pernturan Bupati Sumedang Nomor 74 Tahun 2015
2 | Persyaraian 1. Sural BPD
2. Surat Camat 5
3 | Prosedur 1. Pemohon dating dengan membawa persyaratan
2, Petugas memeriksa dokumen persyaratan
3. Petugas membuat perancangan kepotusan bupati, surat
dan nota dinas
4. Rancangan keputusan bupati, surat pengantar dan mot
dinas disampaikan kepada bupati melalui bagian
hokum
5. Setelah keputusan ditnndotangnni oeth bupati, petugas
memberitabukan dan menyerahkannya kepada
perm ol
| 4| Wakiu Pelayanan | 30 Hari
5 | Bisya/Taril Ciratis
6 | Produk layanan Kepulusen Bupaii tentang pemberhentian Angpota BPD

Y| Persyartan

1 Prosedur

Pl | Pl

Suratl BEP'L

Surat Camat

Pernohon .i.:l::m. dengan membawa p.mamr_n
Petugas memenksa dok uimen persyvardlan

3 Petugss membuat perancangan heputusan bupati. sural

pengantar dan nota dinas

Rancangan keputusan bupan, surat pengantar dan nota
thnas disampaikan kepads bupat melatm bagian

btk um

5. Setelah keputusan ditsndatangant oclh bupati. petugas

membentahuban dan menyerahkannya kepada
pemohion -

11. JENIS PELAYANAN : PEMBINAAN BUMDES

=3

[

- Menyusun Instrumen tingkat perkembangan BUMDesa

. Memyusun tim dan jadwal pembinaan

MO, KOMPONEN URAIAN
1. | Dasar Hukum 1. PP 11/2021 tentang BUMDesa
2, Perbup 153 dahun 2021 feniang Kedudukan, susunan
organisasi, Tugas, fungsi dan Tata Kerja Perangkat
Craerah
2. | Persyaralan Data Perkembangan BUIMDesa Eksisting
3. | Prosedur I. Melkukan  idemtilikasiinventarisic  data  awal

perkembangan BUMDesa,
tahun berjalan

Melaksanakan pembinaasn
Membuat Laporan hasil pemnbinoan
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T Nimmal 2 Omang per Tim
i ?:nll'.'l'lLl-.'I.i'-l-ltL:tl'l Treatment Saran masoian Sofow a2
 permasalahan :
13| Jumnan keamanan dan | Fvaluas: berdasarkan mateument Lizessoncr dipad han dasar
| keselamatan pelayanan | bag pembinasn selanjutnya

T 14, | Evaluas kinerja Socara berhala dlaporkan be atasan
| |pelaksana

1 -_].urlll.ithﬁJlJ-'Lfﬂ
12 Jamimnan peclayanan

12. JENIS PELAYANAN : PEMBINAAN POSYANTER

Ni. KOMPONEN URAIAN |
1 | Dasar Hukum "1 Peraturan Menten Desa, Pembangunan Dacrah Tertinggal, |
dan Transmipras: Republik Indonswa Nomor 2 Tahun |
' 2017 tentang Penpembangan dan Penerapan Teknalopt
Tepat Guna dalam Pengembangan Sumber Dava Alam |
Desa,
. Keputusan Dinen  Pembangunan dan Pemberdavaan
I Masvarskat Desa Nomor 461 Tzhun 2020 tentang
Pedoman  Umum  Pembentulan, Pengelolazn  dan
Pengembangan Pos Pelayanan Teknolog (POSY ANTER)
Tahun Anggaran 2020,

3, Keputusan Bupati Sumedang Nomor 4l kep S1-
DPMD020  Tentnng  Pembentukan Pos  Pelayanan
Teknologi Tepat Guas Amar Desa Kabupaten Sumedany
Tahun 2020 - 2023,

_ Sumt Permolienun Pembinaan dan Ketua Posyantek

. Surnt Tugns |

3. | Prosedur . Proses Disposisi surat masub dari Kepala Dinas sampat ke

Pelaksana di Bidang PEPRD

2. Koordinasi demmn Kecamitan, Desa dan Ketua Posyantek

mengenii Teknis Pembinaan

3, Menyiapkan maten pembinaan dan Dokumen S

4. Ke Lopangan ——

Wakiu pelavanan Sctelnh  ada  disposisi  dan pimpinan untuk

pelaksanaan pembinaan posvantek. Maksimal 2 han

Biaya tanl Sesuni Pagu APBDYAPBDes

Produk layanon 1. Maer Pembinaan Posvanick

. 2 Rencann Tindak langui
Penpelolaan Penpadunn | DPMDY

Sarana don prasorana 1. Kendoman Dinas

danalau fasilitas 2 Komputer/Laptop

3. Prnker

4. Infocus

5. ATK :

9. | Kompetensi Pelaksana | Memiliki kemampunn Komunikasi Massa 3y

m"ﬁ'll::l'fmimmi Materi Teknologi Tepat Guna dan Kelembapaan

[ ]

12

Persyaratan

Jad ==

iz

i

oo |




10, | Pengawasan intgrmal Atasan Langsung
11. | Jumlah pelaksana 2 (dua) Orang o e
12. | Jaminan pelayanan Mempunyai Kompetensi dalam hal Teknolom Tepat Guna
13. | Jaminan keamanan dan | Materi Paparan Pembinaan Posyantek
keselamatan pelayanan
14. | Evaluasi kinerja Secara Berkala dilaporkan kepada Atasan
pelaksana

13. JENIS PELAYANAN : PEMBINAAN KP SPAM

N, KOMPONEN LURAIAMN
I. | Dasar Hukum |. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber
Daya Air
2. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang
Pengembangan Sistem Pengembangan Air Bersih
2. | Persyaratan l. Sural permohonun'pembentahuan pembinaan dan Ketua
KP 5PAM
2. Sural Tugas
3. | Prosedur I, Prozes Disposisi surat masuk dari Kepala Dinas sampai ke
Pelaksana di Bidang PEPED

2, Koordinasi dengan Kecamatan, Desa dan Ketua KEPSPAM
mengenai Teknis Pembinaan,

3, Menyiapkan materi pembinaan dan Dokumen 5P1

4, Ke Lapangan

4. | Waktu pelayanan Scteleh ada disposisi dan pimpinan  untuk
polaksanaan pembinaan KPSPAM. Maksimal 2 har

3. | Biaya tarif Sesuai Pagu APBDVAPBDes

6. | Produk layanan 1. Materi Pembingan KPSPAM
2. Rencana Tindak lanjut

7. | Pengelolaan Pengaduan | DPMD

8. | Sarana dan prasarana 1. Kendaraan Dinas

dan/atan fasilitas 2. Komputer/Laptop

3. Printer

4. Infocus

5. ATK

9. | Kompetensi Pelaksana | 1. Memiliki kemampuan Komunikasi Massa
2. Menguasm Materi KPSPAM
10. | Pengawasan intermal Alasan Langsung
11. | Jumlah pclaksana 2 (dun) Chrang
| 12. | Jaminan pelayanan | Mempunyai Kompetens: dalam hal Manajemen KPSPAM
13. | Jaminan keamanan dan | Materi Paparan Pembinaan KPSPAM
keselamatan pelavanan . N
14. | Evaluasi kinerja Secara Berkala dilaporkan kepada Atasan
pelaksana
14, JENIS PELAYANAN : FASTILITASI DESA WISATA
N, KOMPONEN URATAN
I. | Dasar Hukum 1. Permendess Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Dana
Desa Tahun 2022,

2 Pergfuron Bupati Sumedang Momor 133 Tabun 2021
tentang Kedudukan, susunan organisasi, Tugas, fungsi
dan Tata Eerja Perangkal Daerah.

2. | Persvaratan 1. Permohonan Usulan Desa Wisata dan Kades

2, Minimal sudah ada penatzan desa

3, Memiliki DED

4. Tempat/Lokasi di Tanah Kas Desa

3. Bila Lokasi bernda di lokasi lainnya dibuat dule MOU yg
jelas

| 6. Pengeloloan oleh BUMdesa

.




peluksang

3| Prosedur 1. Desa Mengajukan usulan ke DPMI;
2 Tim Verfikasi ( DPMD, BAPPPPEDA  dan
Disparbudpora) melnkukan Survey,
3. Hasil Survcy dirmpatkan (Pleno) dan  membuat
Rekomendasi;
4, Rekomendnsi  diserahkan ke  Disparbudpora  uniuk
ditindaklanjut;
5. Proscs selanjutnya oleh Disparbudpora  untuk Sk
__penelapan Bupati
4. | Waktu pelayanan Survey dilaksanakan 1-2 han
5. | Biaya fanl Tidak ada tarifiGratis
[ Produk layanan Rekomendasi  berupn  masukan  fayakfidaknya  untuk
- = diusulkan Desa Wisala.
7. | Pengelolann Pengaduan | DPMD
& | Sarana dan prasarana 1. Kendaraan Dinas
dan/atau fasilitas 2. Komputer/Laptop
3. Printer
4. ATK
5. Inatrumen Verifikasi
9 | Kompelensi Pelaksana | Memiliki pengetahuan Ohyek Wisata
10. | Pengawasan inernal Atasan Langsung
11. | Jumlah pelaksana 2 [dua) Orang )
12. [ Jaminan pelayanan Wendapalkan rekomendasi kelayakan/ketidaklayakan
13. | Jaminan keamanan den | Rekomendasi dijadikan dasar bagi pengusulan penetapan
L keselamatan pelayanan | Desa Wisata ke Dings -
14. | Evaluasi kinerja Secara Berkala dilaporkan kepada Atasan

15. JENIS PELAYANAN : FASILITASI KERJASAMA PEMANFAATAN TANAH KAS
DESA DAN FASILITASI KERJASAMA BANGUN GUNA SERAH/BANGUN

SERAN GUNA

NO.

KOMPONEN

URAIAN

8

Dasor Hukum

I, Peraturan Menten Dalam Meger Nomor 1 Tahun 2016
tentang Pengelolaan Asel Desa (Beritn Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 33},

2. Persturan Bupati Sumedang Momer 25 Tahun 2016
tentang Pengelolaon Aset Desa (Berita Dacrah Rabupaten
Sumedang Tahun 2016 Nomor 25) scbagnimana telah
diubah dengan Peraturan Bupati Sumedang Nomor 87
Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati
Sumedang Momor 25 Tahun 2016 tentang Pengelolaan
Asel Desa (Berita Dacrah Kabupalen Semedang Takun

M2 Nomaor 87}

Persyaralon

. Sural Kepala Desa perihal permohonan izin kepada Bupats |
melalui Camat,
Surat Camal kepada Bupati.
Surat Permohonan dar CV, PT, perusahasn yang
ditujukan kepada Kepola Desa;
Surat permyntsan bukt kepemilikon tanalvAset Desa;
Eeritn Acara Musvawarah Des yang memuil iEnkang:
|. Perselujian bentuk Pemanfaatan Aset Desa;,
2. Persetujuan pihak yang akan dijadikan schagni mitra;
1. Perselujusn besaran kondribusi yang akan ditcrimu
oleh Pemerimtah Daesa; don
#, Persetujuan jangkn wakiu kerasama,
[ Keputuson BPD memuat ientang:
I. persetujuan bentuk Pemanfaalan Aset Desa:
7. persetujuan pihak yang skan dijadikon miln;

o=

EEI =

.




3. persetujuan besaran kontribusi vang akan ditenima oleh
Pemerintah Desa; dan
4. persetujuan jangka waktu kegasama,

g Keputusan Kepala Desa tentang:
I. penctapan pthak yang akan dijadikan mitra; dan
2. penetapan besaran kontribusi yang akan ditenima oleh
Pemenniah Desa
h. Peraturan Desa tentang Pemanfaatan Aset Desa;
i, Aspck Sosial -
|. Berita Acara sosialisasi; dan :
2. Berita Acara musyawarah yang dilakukan antara
Pemerintah Desa, BPD, perwakilan tokoh masyarakat. |
j. Aspek kescsuaian lata ruang yang dikeluarkan oleh
Perangkat Daerah yang membidangi tata ruang,
k. Profile company perusahaan;
. Akia pendirizn perusahaan;
m, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Perusahaan,
. Surat Keterangan Domisili (Perusabaan); dan
o. Rancanpan Naskah Perjanjian Kerjasama Pemanfaatan
Mgl Desa.

Prosedur 8 Pemerintah Desa mengajukan permohonan izin Kerjasama
kepada Bupati melalui Camat disertai dengan kelengkapan
wdministrasi

8, Camat melakukan wverifikasi dan validasi terhadep
kelenpkapan dokumen persyaratan  unluk  diajukan
permohonan kepada Bupati

10, Bupati memerintahkan Tim Fasilitasi (Leading Sektor
DPMD Kab, Sumedang) uniuk dipelajari dan difasiitas

11. Tim fasilitasi berdasarkan surat undangan dan ketua Tim
Fasilitasi (Sekretaris Daerah  Kabupaten Sumedang)
melaks=anakan fasilitasi permohonan kerjesama

12. Tim Fasilitasi melaksanakan peninjauan dan verifikasi
berkas permohonan, mengadakan Klarifikasi Administrasi
denpan wnsur Kepala  DesaTPerangkat  Desa,
Ketua/Angpotn Badan Permusyawaratan Desa (BPD),
Ketua/Angpota LPM,

13. Hazil peninjauvan  lapangan dan  wverifikasi hberkas
dituangkan dalam Berita Acara Tim Fasililasi

14. Pengusulan Draf Keputusan Bupati tentang Kerjasama
Pemanfaatan Tansh  Kas  Deso/Banpun Guna
Serah/Banpgun Serah Guna ke Bagian Hukum Setdas
Kabupaten Sumedang

15, Keputusan Bupati fenfang Kerjosima Pemanfaatan Tanah
Kas Desa/Bangun Guna Serah/Bangun Serah Guna

Wakiu palayanan I. Pemeriksaon berkas 1 hari

2. Pembuatan sural undangan fasilitasi sampai
dengan penandatangan olch Sckretans Dacrah
Kabupaten Sumedang 1-5 hari

3, Peninjawan lapangan dan verifikasi 1 hari

4. Pembuoalan Herita Acara dan Penandatangan I-5 hari

£, Pembuatan Dral Kepuotusan Bupati temtang
Kenosams  Pemonfiasian Tanah Kas Desa,
selanjutnya disampaikan ke Bagian Hukum | hari
Seida Kobupaten Sumedang.

fi. Woktu peluyansn  tersebut, jikn  berkas
persyaratan sudah lengkap

Biaya taril

Biaya dibebankan kepada pihak pemohon  berdasarkan
Peraturan Bupati Sumedang Momor 25 Tahun 2016 tentang
Pengelolann Azl Desn sebagaimana feloh diubah dengan
Peraturan Bupati Sumedang Momaer 87 Taohen 2021 tentang

1 2016 tentang Pengrelolonn Aset Desa

Perubohan Atos Peraturan Bupati Sumedang Momaor 25 Tahun

. e e



6

Produk lay anan

1

5

Benta gears tm fasalias
Il..u:ru!u-u.n Bupaty

7 | Pengelolaan Pengaduan | Seke Bina Sumber E':n..‘..l_mun dan Kekavaan Aset Desa
pada Bidang Keuangan dan Aset Desa DPMD Kabupaten

| Sumedani =
-3 Sarana den prasarana | Kompuier
dan'slay fasilitas 2 Internet
3 Prnter
4 ATK
5 Kendaraan dinas
9 | Kompelens: Pelaksana | 1. Mahir mengoperasikan compater
2. Memahami Permendapn dan Peramuran Bupan memgenu
| Pengelolaan Aset Desa
0. | Penpawasan internal | Alasan langsung
1. | Jumlah peluksana Jomng Sl
12, | Jaminan pelayaman ! Mempunyar kompetensi di bidang Kenjasama Pemanfaatan
= Aset Desa
13. | Jaminan keamanan dan | Berkas usulan harus memenub standar regulas: Permendagn
keselamatan pelavanan | dan Peraturan Bupati mengena Pengelolaan Aset Desa
14, | Evaluasi kinerja Secara berkala dilaporkan ke atasan

pelaksana

16. JENIS PELAYANAN : FASILITASI SEWA TANAH KAS DESA (LUASAN DIATAS
I Ha)

NO.

KOMPONEN

LIRATAN

Dasar Hukum

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor | Tahun 2016

tentang Pengeloloon Asel Desa (Berita Nepara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomaor 53)

Peraturan Bupati Sumedang Momor 25 Tahun 2016
teniang Pengelolaan Asct Desa (Berita Dazrah Kabupaten
Sumedang Tahun 2016 Nomor 25) sebasaimann telah
diubah dengan Peraturan Bupati Sumedang Nomor 87
Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati
Sumedang Nomer 25 Tahun 2016 tentang Pengeloloan

Asel Desa [Beritn Daerah Kabupaten Sumedang Tabun
2021 Momor &7)

Persyaratan

Sural permohonnn sewa dari calon penyewa kepada
Kepala Desa |
Surat usulan rekomendasi kepada Bupati melalui Camar |

= @mEmAA B

g8

Surat Permohonan Camat kepada Bupati melaln Kepala
DPMD Kabupaten Sumedang dilengkapi hasil Verifikasi
dan validasi dokumen persvaratan

Berita acara sosializasi kepada masyarakat {Pemerintah
Desa bersama Pihok Pemohon)

Berita Acira Musyawarah Pemerintah Desa bersama
BrD

Pemerintah Desa dan'stau BPD membentuk:

Peraturan Desa tentang Sewn Aset Desa;

Keputusan Kepala Desa tentang Penelapan Penyewa:
Keputusan Kepala Desa tentang Penetapan Besaran
Tarif:

Eeputusan BPD tentang Persetujuan Penyewa;
Keputusan BPD tentang Persetujuan Besaran Tarif: dan

Keputuzan BFD tentang Persetujuan Jangka Waktu
Sewa.

peranjiun Sewa Asel Desa,




1 | Prosedur

Pt

[

.

i

Calon penyvewa mengajukan permohonan Sewa Aset Desa
kepada Kepala Desa,

hepala Desa bersama pihak  pemobon melaksanakan
sosilisast kepada masyvarakat vang difuangkan dalam
Henja Acara

Kepala Desa memvampaikan usulan rekomendas kepada
Bupan melalu Camart,

Camal mekakuban senfikas: dan vabidast terhadap
dokumen persvaratan sebagammana pon [ di atas

Camat mengajukan permohonan dengan dilengham hasil
venfikasi don validasi dokumen persvaman hepada
Bupati melaluw Perangkat Daermh vang  membidangs
urusan Pemenntzhan Desa (DPMD Kab  Sumedang)
untuk mendapatkan rekomendas: sewa,

Bupati mengelunrkan sumt rekomendnsi  persetujuan
Scwa tanah

Rekomendasi sebarmmana dimaksud Nemor 5 dibenikian
seteluh terlebih dehulu dilnkukan:

a. validosi adminsteasi; dan

. b. peninjuuan lokast Sewn Aset Desa.
4. | Waktu pelnyanan I. Pemeriksann berkas 1-2 hari (persyaratan lenghap)
2, Pemingnuan lapangan dan venifikas: 1 han |
3. Pembuaton Surat rekomendasi Bupati 2 hari
5. | BDiaya tanf Biaya dibebankan kepada pihak pemohon (penyvewa tamh kas
desa) berdasarkan Peraeran Bupati Sumedang MNomor 25
Tahun 2016 lentang Pengelolaan Aset Desa sebapraimann
felah divbah dengan Peraturan Bupati Sumedang Nomor 87
Tahun 2021 ieniang Pervbhahan Amas Peraturan Bupani
Sumedang Momor 25 Tahun 2016 fentang Pengelolaan Aset
Desa.
6. | Produk layanan ‘Surat rekomendasi Bupati penhal persetujuan sewa
7. | Pengelolaan Pengaduan | Seksi Binn Sumber Pendapatan dan Kekavaan Aset Desa
pada Bidang Kevangan dan Aset Desa DPMD Kabupaten
- ) Sumaedang
8. | Surana don prasarana 1. Kompuier
danfatau fasilitas 2. Internet
3. Printer
4. ATK
= 3. Kendaraan dinas
9. | Kompetensi Pelaksana | 1. Mahir mengoperasikan computer
2. Memahami Permendagn dan Peraturan Bupati mengenai
Pengelolaan Aset Diesa |
10. | Pengawasan internal Alasan langsung
11. | Jumlah pelaksana 3 orang
12, | Jaminan peluyanan Mempunyai kompetensi di bidang Sewa Tanah Kas Desa
13, | Jaminan keamanan dan | Berkas usulan harus memenuhi standar regulas: Permendagni
keselamatan pelayanan_ | don Pernturan Bupnti mengenni Pengelolaan Aset Desa
14. | Evalunsi kinerja Secara berkala dilaporkan ke atasan
pelaksana

17. JENIS PELAYANAN FARILITASI TUKAR MENUKAR TANAH KAS DESA

| NO. |
L

KOMPOMNEN

UHAIAN

Drnzar Hukum

Peraturan Menteri Dalam Neger Momor 1 Tahun 2016
tentang Penpelolaan Asel Desa (Beritn Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Momaor 53)

Peraturan  Bupati Sumedang Nomor 23 Tahun 2006
tentong Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten
SBumednng Tahun 2016 Momor 25) sebapaimana telah
diubah dengan Pernturan Bupoli Sumedang Nomor §7
Tahum 2021 tentang Perubahun Atas Peraturan Bugsati

== —



Sumedang Nomor 25 Tahun 2016 tentang Pengelolaan |
Aset Desa (Berita Dacrah Kabupaten Sumedang Tahun
2021 Noemor 87). .

2. | Persyaratan 1. Surat permohonan dan pemohon (SatkerPPR

Pembangunan ..}

2. Surat permohonan dari Kepala Desa kepada Bupau
melalui Camat

3. Surai Permohonan dan Camat kepada Bupati

4. Lokasi

5. Peta Lokasi

6. Luas

7. Hasil Penilaian Tim Appraisal (Tanah Kas Desa dan
Tanah Pengganti}

8, Pemanfaatan Lahan

9. Bukti Kepemilikan

10, Peruntukkan Kawasan

11, ljin Lokasi

| 2. Berita Acara Musyawarah Desa tentang Tukar Menukar
Tanah Kas Desa dan calon tanah pengganti

13, Berita acara kesepakatan harga sctelah ada penilaian dan
appraisal

|4, Surat pernvataan tidak dalam sengketa

3. | Prosedur a. Femohon (Satker/PPK Pembangunan ..} mengajukan

permohonan Tukar Menukar Tapah Kas Desa kepada
Eepala Desa;
Kepala Desa bersama BPD mengadakan Musyawarah
Desza untuk membahas dan memperoleh persetujuan Tukar
Menukar Tanah Kas Desa dan calon tanah pengganti yang
ditgangkan dalam Berita Acara;
Berdasarkan persetujuan [ hasil musyawarah desa,
pemerintah desa mengusulkan calon tanah pengganti ke
Satker/PPK Pembangunan ... untuk diukur oleh BPN dan
dinmilai oleh Tim Appraizal;

Bardasarkan  persctujuanhasidl  musyawarah  desa
sebpgaimana dimaksud pada huruf ¢, Pemohon
{Satker/PPK. Pembangunan ...) menunjuk Penilai untuk
meenilal Tanah Kas Desa dan calon tanah penggantr,
Kepala Desa menyampaikan surat permohonan izin Tukar
Menukar Tanah Kas Desa kepada Bupati melalui Camat,

dengan dilampini persyaratan sebagaimana point I

h

Camil  melaksanakan  fasilitasi ierhadep kelengkapan
dokumen persyaratan untuk  kemudion  diajukan
permolonan izin kepada Bupat;

Berdasarkan permohonan izin, Bupati memerintahkan tim
fasilitasi tukar menukar tanah kas desa untuk melakukan
tinjauan lapangan dan verifikasi data untuk mendopatkan
kebenaran materiil dan formil (Leading Sekior DPRD
Kabupaten Sumedang);

Tim fasilitasi tukar menukar tanah kas desa melaksanzkan
timjauan Japangan dan verifikasi data untuk mendapatkan
kebenaran mateniil dan formul yang hasilnya dituangkan
dalam Berita Acara T,

Berdasarkan hasil tinjauan lapangan dan verifikasi data
{Berita Acara Tim), Bupati menerbitkan izin dan
selanjutnya  disampaikan  kepada Gubernur  umtuk
mendapatkon perselujuan Tukar Menukar;

Sebelum Gubernur membenikan persetujuan, Gubermur
melakukan kunjungan lapangan dan venfikasi data;
Sctelah Gubernur memberikan persetujuan, selamjuinya
Kepala Desa menctapkan Peraturan Desa tentang tukar
menukar tanah milik desa

.



PERSYARATAN PENGAJUAN ADD

4. | Wakiu pelavanan I. Pemenksaan berkas 1-2 han
3 Pembuatan surat undangan fasilias: 1-5 han |
3. Peninjauan lapangan dan venfikass | han
4. Pembuatan Benta Acara dan Penandatangan 1-5 han
5 Pembuatan dral Surat Bupat perihal ljin Tukar
menukar dan Surat Bupati perihal permohonan
wkar menukar ke Gubermur Jawa Barat,
selanjutnya  disampaikan ke Bupat untuk
penandatangan [-5 har |
6. Penyampaian Surat ljin Bupati dan Surat
Permohonan Bupati ke Gubernur ke Gubemur
Jawa Barat dan ditembuskan ke Kepala DFMD
Provinsi Jawa Barat | hari |
7. Waktu pelayanan tersebul, jika  berkas |
persyaratan sudah lengkap
5. | Biaya tanif Biayn dibehankan Kkepada pihak  pemohon  {yang
membuiuhkan tanah kas desa/SatkerPPK) berdasarkan |
Peraturar Bupati Sumedang MNomor 23 Tahun 2016 tentang
Penpelolaan Asel Desa sehagaimana telah diubah dengan
Peraturan Bupati Sumedang Nomor 87 Tahun 2021 tentang
Perubahan Atns Peraturan Bupati Sumedang Nomor 25 Tahun
2016 tentang Pengelolaan Aset Desa |
6, | Produk loyanan 1. Surat Bupati perihal ljin Tukar Menukar
2. Surut Bupati tentang Permohonan Tukar Menukar ke
Guhermur
7. | Pengelolaan Pengaduan | Seksi Bina Sumber Pendapatan dan Kekayaan Aset Desa
pada Bidang Kevangan dan Aset Desa DPMD Kabupaten
o= ___| Sumedang
B, | Sarana dan prasarana 1. Kompuier
dan/atau Tasilitas 2. Internct
3. Printer
4. ATK
5. Kendaraan dinas
5, | Kompetensi Pelaksana | 1. Mahir mengoperasikan computer
2 Memahami Permendagri dan Peraturan Bupati mengenai
Pengelolaan Aset Desa
10, | Pengawasan internal Adasan langsung
11, | Jumlah pelakzana 3 omang -
12. | Jaminan pelayanan Mempunyai kompetensi di hidang Tukar Menukar tsnah kas
desa
13 | Jaminan keamarnan dan | Berkas usulan harus memenuhi standar regulasi Permendagri
kesclamatan pelayanan | dan Peraturan Bupati mengenai Pengelolann Aset Desa
14. | Evnluasi kinerga Secara berkala dilaporkan ke atasan
pelaksani
18. JENIS PELAYANAN : FASILITASI PENGANTAR HASIL VERIFIKASI

| Wo.

HOMPONEN

URALAN

B

Dizsar Hukum

1. Peraturan Menten Dalam Megeri Nomaor 20 Tabun 2018
tentang Penpelolaan Keopngan Desa (Berita Megara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

2 Peraturan Memteri Keuongan Nomor 190PME.07/2022
teniang Pedoman Penggunaan Trensfer ke Daerah dan
Dunn Desa untuk Mendukung Pelaksanaan Kegiatan
Intervensi Pencegahan Stunting Terintegrmsi (Berita Negam
Republik Indonesia Tahun 20019 Momor 3307

3. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Dacrah Tertinggal,
dan Transmigrasi Nomor 07 Tahun 2021 tentang Prioritas
Penggunuan Dana Desa Tahun 2022 (Berita Negara
ﬁEtcpublik Indopesia Tahun 2020 Momor LO35],

.



Persvaratan

Prosedur

Pt

i

Lintuk bulan januan meliput

i, sumt pengnjuan pemvaluran ADD dan hepala Desa,

b. lembar konfirmas: mansfer bulan sebhelumma

. SUrRl poTmyvaman Enggung jawab penggunaan ADD
dan kepala Desa

d. realisasi perkembangan fistk non fisk dan keuanpan
ADD bulan sebelumnva. dan

e. laporan realisas pengrunaan ADD bulan sebelummoa

Uniuk bulan Februan sampai dengan bulan Desember

meliputs

i sural pengajuan penvaloran ADD dan kepala Desa,

. lembar konfirmasy transfer bulan sehelumnyva,

c. Sural pemyalaan mnggung jawab penggunsan ADD
dan Kepaln Desa;

d. realisasi perkembangan fisiknon fisik dan kewangan
ADD bulan sebelumnya; dan
laporan realisasi pempgunaan ADIY bulan sebelummya

-i\: la Desn menyampaikan  permohonan  pengajuan

pcn.jmlurun ADD setiap bulan kepada Bupatr  melalu
Camat,
Pennohonon pengajoean sebagaimana dimaksud pada ayan
(1) dilenekops dengan dokumen sehagan benikut:
n. Untuk bulan j jnnunn micli puti. -
1)  surol pengnjuan penyaluran ADD dan Kepala DL"HL
) lembar konfirmasi transfer bulan sebelumnya, |
3} surat permyataan tanggung jawab pengeunaan ADD |
dari Kepala Desa, ,
4} realispsi perkembangan fisiknon fsik  dan |
kevangan ADD bulan sebelumnya; dan
5) laporan realisasi  penggunaan  ADD  bulan
sebelumnya,
b, Utk bulen Februari sampai dengan bulan Desember |
meliputi;
17 surat pengajuan penvaluran ADD dari Kepala |
Dizsn;

2) lembar konfirmasi transfer bulan sebelumnya; |
3) sural pernyataan tanggung jowab penggunaan ADD
don Kepala Desa;
4) realisasi perkembangan fisikinon fisik  dan
keunngan ADD bulan sebelummnya; dan
3} Inporon  realisasi  pengpunaan ADD bulan
sebelumnya.
Camat melakukon verifikasi atas dokumen pengajuan
sebngaimana dimaksud pada ayat (2) dan selanjuinya
menyampaikan permohonan pengajuan penyaluran ADD
kepadn Kepala Dinas Pemberdayaan dan Masyarakat Desa
dengan dilengkapi dokumen sebagni benkut: .
&, untuk bulan Januan melipui;
1} surat pengnjuan penyaluran ADD dari Camat; dan
2}y rekomendasi dari Camof;
b, untuk bulan Februar sampu dengan bulan Desember
pelipputi;
13 sural pengajuan penyaluran ADD dari Camat; dan
2y rekomendosi dan Camad.
Berdasarkan  permohonan  pengajuan  sebagaimizna |
dimakssd pada ayat (3) Kepaln Dins Pemberdayaan dan
Masyarakat Desa melakukan penelitian dokwmen dan
selanjuinya menyampaikan surat pengantar kepada Kepaln
Badin Keusngun din  Aset Dacrah selaku  Pejabat
Pengeloln Keunngan Daensh

[E5 4 Srem By



Berdasarkan pengajuan sebagaimana dimaksud pada ayat
(4), Bendahara Pengeluaran pada Badan Kevangan dan
Asel Dacrah melakukon venifikasi dan menerbitkan SPM
untuk  disampaikan kepada pejabat  penatausahaan
keuangan Badan Kevangan dan Asel Daerah,
Berdasarkan pengajuan sebapaimana dimaksud pada ayat
{5), pejabat penatausahaan keuangan Badan Keuangan dan
Asel Daerah menerbitkan SPM dan disampaikan kepada
Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerzh  untuk
diterbitkan SP2L
Kuasa Bendahara Umum Dacrah menerbitkan SP2D dan
menyerahkan ke Bank melalui SP2D online.
Berdasarkan SP2D sebagaimana dimaksud pada ayat (7),
Bank memindahbukukan dana dan RKLD ke RKD.
Ketentuan mengenai  formst  berkas  permohonan
penyaluran ADD  fercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati

imi,

| peloksana

4. | Waktu pelayanan 1. Pemeriksaan berkas 1-3hari
2. Pembuatan surat pengantar Kadis DPMD untuk  1-2 hari
pengajuan pencairan ADD setiap bulannya baik
melalui aplikasi Simedok ataupun secara manual
ymelalui hard copy)
5. | Binya tarifl Tidak dikenakan Tarif
6. | Produk layanan | Pembuatan surat pengantar Kadis DPMD untuk pengajuan
pencairan ADD setinp bulannya baik melalui aplikasi
Simedok ataupun secara manual {melalui hard copy)
7. | Penpelolaan Seksi Bina Tata Uzaha Keuangan Desa pada Bidang
Pengaduan Keuangan dan Asct Desa DPMD Kabupaten Sumedany
8. | Sarana dan prasarana | 1. Komputer
dan'atan fasilitas 2, Internet
3. Primter
4. ATK
5. Kendaraan dinas
9. | Kompetensi Pelaksana | 1. Mahir mengoperasikan computer
2. Memahami Permendagri, Permendes dan Perafuran Bupati
mengenai Pengelolaan Aset Desa
10. | Penpawasan intemal | Atasan langsung
11. | Jumlah pelaksana | 2 erang N
12, | Jaminan pelayanan Mempunyai kompetensi di bidang Tala Kelola ADD dan
. Pengelolaan Keuangan Desa L
13, | Jaminan keamanin Berkas usulan haras memenuhi standar regulis Permendagn,
dan keselamatan Permendesa, dan Peraturan Bupati mengenai Tata Cara
pelayanan Penpeunasn, Pembinnan, Pelaporan DBH Fajak Daeral,
Retribusi Daerah dan ADD
14, | Evaluasi kinerja Secara berkala dilaporkan ke atasan

19, JENES PELAYANAN

MELALUI VERIFIKASI PERSYARATAN PENGAJUAN DBIl PAJAK DAERAH
AN RETRIBUSI DAERAN

FASILITAS]I PEMBUATAN SURAT PENGANTAR

| NO. |

KOMPONEN

URALAM

1

Dinzar Hukum

. Peraturan Menteri Dolam Megern Momor | Tohon 2006
tentang Pengelolaon Asel Deso (Berite Megarn Repablik
Indonesin Tabun 2018 Momor 53}

Peraluran Bupali Sumedsng Momor 25 Tahun 2016
tentang Pengelolsn Aset Desn (Berita Daerah Kobupaten
Sumedang Tahun 2006 Momor 25) scbagnimana telah
diubah dengan Pernturan Bupmi Sumcdang Nomor 87
Tahun 2021 lentang Perubahan Afas Peraturan Bupati




e

Sumedang MNomor 25 Tahun 2016 teniang Pengelolasn
Aset Desa (Bena Daerah Kabupaten Sumedang Tahun
2021 Nomor 87)

| Persyaratan

. unfuk semesfer [1 meliputi:

untuk semester | meliputi;

1. sural pengajuan penvaluran DEH Pajak Daerah dan
Retnibusi Daerah dan Kepala Desa;

2. Kkuitansi penerimaan DBH Pajak Dacrah dan Retnbusi
Dmerah vang ditandatangani oleh Kepala Desa;

3, surat pernyataan tanggung jawab penggunsan DBH
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dari Kepala Desa, |

4. kepulutan Kepala Desa tentang Pelaksana
Pengelolagn Keuangan Desa;

5, realisasi perkembangan fisik/non fisitk dan kewanpan |
DBH Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tibun |
anpgaran sebelumnya; dan I

. laporan rcalisasi penggunaan DBH Pajok Daerah dan
Retribusi Daerah tahun anggaran schelumnya;

|} surat pengajuan penyaluran DBH Pajak Daerah dan
Retribusi Dagrah dari Kepala Desa;
2} kuilansi penerimaan DBH Pajak Daerah dan Retnbusi
Daerah yang ditandatanpgani oleh Kepala Desa;
1) sural pernyataan tanggung jawab penggunaan DEH
Pajak Daerah dan Retribusi Dacrah dari Kepala Desa;
4) laporan realisasi perkembangan fisik‘non fisik dan
kevangan DBH Pajak Dacrah dan Retribusi Daeruh
dan ADD tahun anggaran berjalan;
5) laporan realisasi pengmumaan DBEH Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah tahun anggaran begalan; dan
i) sural keterangan realisasi capaian kinerja FEE-
P2 berdasarkan skala prionitas dari Badan Pendapatan
Daegrah.

Prasedur

Kepala Desa menyampaikan permohonan pengijusn
penyaloran DBH Pajak Daerah dan Retribusi Daersh
kepada Bupati melalui Camat.
Permohonin pengajuan sebagaimana dimaksud pada ayat
{1} dilengkapi dengan dokumen schagai berikut:
o untuk semester | melipuoti:

17 surat pengojuan penvaluran DBEH Pajak Dacrah
dan Retribusi Deerah dari Kepala Desa;

2) kuitansi penerimaan DBH Pajak Daerah dan
Retribusi  Daerah  vang  ditandadangani  oleh
Kepala Desa;

%) surat pernyatsan tanggung jawab penggunasn
DBH Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dari
Kepala Desa;

4) keputusan Kepala Desa tentang  Pelaksana
Pengelolaan Keuangan Desa;

5) realisasi perkembangan fisikinon fisik  dan
keuangan DBH Pajak Daerah dan Rembusi
Daerah tahun anggaran schelumnya; dan

6) lzporan realisasi penggunaan DBH Pajak Daerzh
dan Eeirbusi Daerah  tahunm  anggaran
sebelumya;

b, untuk semesder 11 meliputi:

1) surat pengajuan penyaluran DBH Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah dan Kepala Desa;

2) kuitmnsi penerimaan DBH Pijak Daerah dan
Refribusi Daerah  yang  ditandatangani  eleh
Kapala Deca;

.



soFal DermyVAlian ERgreng  wan  Pengdrunian
DEH Pxyok Dacrah dan Retnbus Dacrak dan
hcpala Desa

4 laporan realiass perlemmbangen fish o frak
dan hewsnean DBH Pajal Decrah dan Retnbus

Dacrah dan ADD mhun angparan benalan,

By

%) lsporan rmalnas pengpunaan DBEH Pagal Decral
dan Retnbws: Doerah ohun anggares berpslan
dan

6 cufd  Eeterangsn mealsas  CEpesan RIS
FEB-F? bendesarkan shals pnontas dan Badan
Pendapatan Daerah

Camal melakyban venfikss ares dolumen pengarcan
schapmmana dimalsed pads avat (1) dan selamputmin
menyampaikan permohonan pengajuan pemvalaran DEH
Pajak Daerah dan Retnbusi Dacrah kepada hopala Dinss
Pemberdayaan dan Masvarakat Desa dengan &lenghap
dokumen schagar benkut

a unfuk semester | meliputi

1) surat pengejuan penvaluran DEH Papak Dasrah
dan Retribusi [acrah dan Camat,

2 rekomendass dan Camat dan

3} benita acara pemaniauan dan cvaluas dan Twn
Pembana Kecamatan thun sebelummya,

b, untuk semester 1 melipait

17 surat pengajuan penyaluran DBH Pajak Duecrah
dan Retribusi Dacrah dan Camat,

2y rekomendas: dari Camat, dan

3} berta acar pemantauan dan evaluasi dan Tum
Pembina Kecamatan tehap sebelumnya

Berdasarkan  permohonan  pengajuan schapaimana
dimaksud pada ayal (3) Kepala Dinas Pemberdayaan dan
Mosyarakat Desa melokukan penelitan dokumen dan |
selanjutnya  menyampaikan surat pengamar kepada
Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah sefako Pejabat
Pengelola Keuangan Dacrah

Berdasarkan pengajuan sehagaimana dimaksud pada
ayat (4}, Benduhara Pengeluaran pada Badan Kevangan
dun Aset Doerah melakukan venfikasi dan menerbitken
SPM untuk disampaikan kepada pejabat penatausahaan
kcuangan Boadan Kevangan dan Aset Daerah
Berdusarkan pengojuan schapmmana dimaksud pada
ayal (5}, pejebat  penstausahasn  keuwangan  Badan
Keuangan dan Asct Daerah menerbitkan SPM dan
disampaiknn kepada Kepalo Badan Keuangan dan Aset
Daerah untuk diterbitkan 5P20,

Kunsa Bendohara Umum Daerah menerbitkan SP20 dan
menyerahkan ke Bank melalui SP20 ovlise.
Berdasarkan SP2D sebagaimana dimaksud pada avat (71,
Bank memindahbukukan dana dari RKUD ke RKD
Ketentuan mengenai  format  berkns  permohonan
penvaluran DBH Pajuk Daerah dan Retnbuest Dacrah
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian udak
terpizahkan dan Peraturan Bupati im |

Wakiu pelayanan

td =

Pemenksaan berkas 1-3 hari {persyvaratan lengkap) f
Pembugton Surd pengantar pengajuin [XEH Pajak Dacnzh

dan Retribusi Doerah vang ditandatngant Kadis PMD |
ditwjukan kepada Bupati Sumedning melalw Kepata
BPEAD 3 hari

| Buaya taril

Tanpa dikenaknn Tarnil
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LRAIAN

Pesraturan Memen Dalam Negen Nomor 20 Taben 2018
fentang Fenpelolaan Kouasgea [Dews Bty Nepues
Republik Indonesis Tahun 2018 Meomer 81110

Peratrsn hicnion Keuangan Worsoe 190 FMWE 07 7007
tentang Pedoman Ponggunaan Teassfer b Dnord dpn
Dans Doa wntuk Mendulung Peislwomses Kepotan
Intervens:  Penccpahan Siumhing  Tomstepran  (Hemita
Megars Republik Indoncsza Taken 2019 Yeomod 430,
Peraturan  Menien Desa, Pembaspesas  Deerah
Temunggal, dan Trmmgras Somor 07 Takos 2001
tentang Prionts Penggunsen Doss Dews Tabas 2007
{Benta Negam Ropublih Indoncus Tabus 2000 Moo
1038,

Tahap | beruja
a Peraturan Dicwa ticngena APHDcs,

hﬁuulhuuptmnhhhdlml‘hml'manﬂ
ditertaitkan olch BPRAD Laly Sumedang

©  Surat dan Camnal

d Swural poroyvataan tangpungaweb pongrorasn [lasa
Desai dan kepala Desa,

¢ Keputisan Camat tentang evaluas: APEDesa

I Berta acara hasil eovahmn D) wahap 111 tahus
angparan sebeluemma oleh tm Pembina Kecamasan,

Takap 11 berupa

a Laporan sealisass perverapan dan capaian beluaran
Dana Desa tabun angggaran 2021 | dan

b Lapoman realisass peoverapan dan capaman  keluaron
Dana Desa tahap | menompubkkan rate-mma realisass
penverapan paling rendah schesar 5Py jlima pulub
persen) dan ruta-rita capwan kelwran menunyukkan
pabing rendah sebesar 35% (hga pulub lima persen)
dan Dana Desa whag | vang ielah disalurkan,

€ Surat pengpantar dan Cemat,



d Sural pemyatzan tanggungjawab pengguanaan Dama
Desa dan Kepala Desa;

e Benia pcara hasil evaluass DD whap | olech om
Pembina Kecamatan,

Tahap 111 berupa:

a Laporan realisasi penverapan dan capamn keluaran
Dana Desa sampai dengan tahap 11 menunjukan rata-
rala realisasi penyverapan paling rendah sehesar 90°,
{sembilan puluh persen) dan rata-rata capaan keluaran
menunjukkan paling rendah sebesar 73% (tujuh puluh
lima persen) dan Dana Desa tahap 1l vang telah
disalurkan; dan

b Laporan konvergensi pencegahan stumimg  tingkat
Dresa tahun anggaran 2021,

e Surai pengatar dari Camat;

d Sural pernyataan tanggungjawab penggunaan Dana
Desa dari Kepala Desa; {

e. Benta acara hasil evaluasi DD whap 11 tahun |
berkenaan; |

Penerimaan dokumen penyaluran sebagaimana dimaksud |

pada ayat (1) dengan ketentuan;

a. Tahap | paling lambat 5 (lima) han kerja sebelum |
bulan Juni barakhir,

b. Tahap 11 paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum !
bulan & pustus berakhir,

¢. Tahap [11 mengikuti kebijakan langkah-langkah akhir |
tahun sesuni dengan ketentuan peraturan perundang- |
undangan. '

Penyaluran Dana Desa untuk Desa berstatus Desa mandin

dilaksanakan setelah KPA Penyaluran Dana Alokasi

Khugus Fisik dan Dana Desa menerma dokumen

persyaratan dar bupatifwali kota secara lengkap dan

benar sebagmimans dimaksud dalam pasal 16 ayai (35),

dengan ketentuan:

a. Tahap I benspa:

1) Peraturan Desa mengenai APBDes; dan

2} Surat Kuasa pemindah bukean Dana Desa (vang
diterbitkan oleh BPEADY,

3) Surat pernyataan tanggungjawab penggunaan Dana
Desa dari Kepala Desn;

4) Surat pengantar dari Camat;

3) Keputusan Camat tentang evaluasi APBDes:

6) Berita acara hasil evaluasi Dana Desa tahap 11 tahun
anggaran 2021:

b. Tahap 1 berupo;

1) Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran
Drana Diesa tahun anggaman 2021 ; dan

2} Laporan realisasi penyernpan dan capaian keluaran |
Dana Desa tahap | menunjukkan rata-rata realizasi
penyerapan paling rendah sebesar 30% (lima puluh
persen)  dan  mte-reta capaian keluaran
menunjukkan paling rendah sebesar 35% (liga |
puluh lima persen) dari Dana Desa tahap | yang |
telah disalurkan; dan

3) Laporan konvergensi pencepnhan stunting tingkat |
Desa tahun anggaran 2021,

4} Surat pengamtar Camot:

3) Sural pernyataan tanggungiewab penggunaan Dana
Desa dari Kepaln Desa;

&) Berita ncara hasil evaluasi Dana Desa tahop [ tahun
berkenann oleh tim Pembina Kecamartan;

. e e



3. Penenmaan dokumen penyaluran sebagaimana dimaksud

pada ayal (3) dengan ketentuan:

2. Tahap | paling lambat 5 (lima) hari kega sebelum
bafan Juni berakhir; |

b. Tahap Il mengikuti kebijakan langkah-langkah akhir
tahun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan. ,

| 4, Desa yang melaksanakan BLT Desa tahun anggaran |

2021, selain persvaratan penyoluran  sebagaimana |

dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (3) hurof b

ditambahkan perekaman realisasi jumlah  Reluarga

penerima manfaat bulan ke satu sampai dengan bulan ke

dua belas tahun anggaran 2021,

5. Desa di 35 (tiga puluh lima) kabupaten prioritas yvang

melaksanakan tambahan BLT Desa tahun anggaran 2021, |

selain persyaratan penyalurzn sebagaimana dimaksud

pada avat (1) huruf b, ayat (3) huruf b, dan ayar (5)

ditambahkan perekaman realisasi pembayaran tambahan

BLT Desa,

6. Dalam hal Desp tidak melaksanakan BLT Desa Tahun
Anggaran 2021 sclama 12 {dua belas) bulan, selain |
persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurul' b
dan ayat (3) huref b, ditambahkan dokumen persyaratan
berupa peraturan kepala Desa atau keputusan kepala Desa
mengenai tidak terdapat calon keluarga penenima manfaat
BLT Desa yang memenuhi kriteria atau anggaran Lkana
Desa tidak mencukupi untuk pembayaran BLT Desa
kepada keluarga penerima manfaat yang telah ditetapkan
karena terdapal penurunan pagu Dana Desa berdasarkan
peraturan bupati‘wali kola mengenai rincian Dana Desa
setiap Desa,

7. Bupatifwali kola bertangpungjawab untuk menerbitkan
gsural kuasa permndabhbukuan Dana Desa sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) hurul a angka 2 dan ayvat (3) huruf
a angka 2 untuk seluruh Desa | den wajib disampaikan
pada zaat penvampaian  dokumen  persayaratan
penyiluran tahap T pertama kah disertai denpan daftar
RED.

8. Capaian keluaran sebapaimana dimaksud pada avat (1)
huruf'b angka 2 dan huruf ¢ angka 1 sena ayat {3) hurul b
angka 2 dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian
keluaran dari seluruh kegintan setiap Desa,

% Laporan realisnsi penyerapon dan copaian keluarn
sebagaimana dimaksud pade ayat {1) huruf b angka 2 dan
huruf & angka 1, serta ayat (3) huruf b angka 2 disusun
sesmni dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, ursian
keluaran, volume keluaran, satuan keluaran, dan capaian
keluaran,

10, Dalam hal tabel referensi sebopaimana dimaksud pada
ayat (107 belum memenuhi kebuiuhan input  data,
bupat'wali koia menyampaikaon perminlasn perubahan
tabe] referensi kepada KPA Penvaluran Dana Alokas:
Fhusus Fisik dan Dana Desa untuk  dilakukan
pemutahiran,

11. Perubaben tabel sehagaimana dimaksud pada ayat {11}
mengacu  pada  ketentuan  vang  diterapkan  oleh
Kementerian Dalam Neger.

12. Daftar RED sebagaimana dimoksud pada avat (8)
merupakan daflar rekening kas setiap Desa pada bank
umum yang terdaftar dalam sistem klinmg nasional Bank
Indonesia dan/stau Bank Indonesia real fime gross
rettlement sesni denpan ketentuan pernturan perundang-
undangan. |




I ]

13 Dalam hal terdapst  perubahan RKD  sebagaimana
dimaksud pada ayat { 13), bupati'wali kota menyam paikan
perubahan RKD kepada KPA Penvaluran Dana Alokasi
Khusus Fisik dan Dana Desa, _

4. “Tatn carn dan penyampaian perubahan REKD sebagaimana
dimaksud pada ayat (14) dilaksanakan berdasarkan
Peraturan  Direktur Jendral Perbendaharan mengenal
pengelolaan data sapllier dan data kontrak dalam sistem
perbendaharnan dan anggaran negara. _

15, Dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud
pada ayar (1) dan ayat (3) dl'sampai_kan dengan surat
pengantar yang ditandatangani paling rendzh  oleh |
pemimpin  ofganisasi  perangkat Daerzh  vang |
menyelengparakan urusan pengelolann keuangan Daerah
alou pemimpin organisasi perangkat Daerah  yang

menyelenggarakan urusan pemeberdayaan nms}'aﬂlﬁﬂti

Desa. .
|6. Pimpinan organisasi perangkat Dacrah sebagaimana
dimaksud pada ayat (16) ditunjuk oleh bupati'wali kota.

17, Dokumen  persyaratan  penyaluran  Dana  Desa
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (3), dan ayai
(16) disampaikan dalam bentuk dokumen digital

(saffcopy). ) .
18, Dokumen digital (soficopy) sebageimana dimaksud pada

ayat (16) diolah dan dihasilkan melalui aplikasi onfine

monitoring sistem perbendaharaan dan anggaran negara |

21, JENIS PELAYANAN : VERIFIKASI PERSYARATAN PENGAJUAN BLT DESA

NO. KOMPONEN _ URAIAN

1. | Dasar Hukum 1. Peratursn Menten Dalam Megeri Nomor 20 Tahun 20138
tentang Penpgelolaon Kevangan Desa (Berita Megara
Republik Indonesia Tahun 2018 Momor 611);

2. Peramuran Menteri Keuangan Nomor 190/FPME 07/2022
entang Pedoman Penggunaan Transfer ke Daecrah dan
Dana Desa umuk Mendukung Pelaksanaan Kepiatan
Intervensi Pencepgaban  Stunting Tenmlegrasi  (Berifa
Mepgira Republik Indonesia Tahun 2019 Nomaor 5307;

3. Peraturan Memeri Desa, Pembangunan Dacrah Tertinggal,
dan Transmigrasi Momor 07 Tahun 2021 tentang Prioritas
Pengpunann Dana Desa Tahun 2022 (Berita Nepara

| Republik Indonesia Talun 2020 Nomaor 1.035);

Persyaratan i. BLT Desa triwulan |
a. Surat pemyataan tfanggungjawab penpgunaan BLT Desa
darni kepala Desa;
b Laporan realizasi penyaluran BLT Desa bulan ke 11 dan
bulan ke 12 fabun anggaran sebelumnya;

2. BLT Desa triwulan I1

a. Suret pernyataan tanggrungiawab pengpunaan BLT Desa
dan kepala Desa;
b. Laporan realisasi penyaluran BLT Desa triwualan [

3. BLT Desa trivwulan 111
a. Surat pernyataan tanggungjawab penggunaan BLT Desa

dari kepala Desa;
b, Laporan realisasi penyaluran BLT Desa triwulan 11
4. BLT triwulan 1V
a. Surat pernyataan tanggungjawab penggunaan BLT Desa
iﬁ;n kepala Desa;
b. Laporan realisasi luran BLT Desain -
T Thcets B D IP’-“}’H fi I iriswulam T1T;
L. Pemenintsh Desa  Menganjukan sural permohonan
P‘:ﬂ:f'-ﬂ]lm BLT Diesa Tei wilan [ th‘ﬂlu“n mg[ﬂn‘lpiﬁmn:

& Surat permyatann tangpungjawah pPenggunian BLT
Dresa dari kepala Desa;

=




3. Dinas PMD melakukan perckaman atas realisasi |

&  BLT Desa trwulan 1T

b laporan realisasi penyaluran BLT Desa bulan ke 11
dan bulan ke 12 1ahun anggaran sebelumnya.

Pemerintah Kecamatan Menganjukan surat permohonan

penvaluran BLT Desa Tnwulan | dengan melampirkan:

a. Surat pernvatain tanggungiawab penggzunaan BLT
Desa dan kepala Desa;

b. Laporan realisas) penyaluran BLT Deza bulan ke 11
dan bulan ke 12 tahun anggaran sebelumnya;

3. Dinas PMD melakukan perekaman atas realisas

penyaluran BLT DD bulan ke 11 dan ke 12 tahun
angparan sebelumnya melalui aplikas Omspan:

Dinas PMD melakukan pengajuan BLT DD dengan
terlebih dahulu menginput Perkades Tentang Penetapan
KPM BLT Desa dan Jumlah KPM melalu Umspan

¢  BLT Desa triwulan 11
1

Pemerintah Desa Menganjuken sural  permobonan

penyaleran BLT Desa  Triwulan 11 dengan

melampirkan; =

a Surat pernyataan tanggungjawab penggunaan BLT
Dz dori kepala Desa; .

b. Laporan realisasi penyaluran BLT Desa triwulan I,

2. Pemeriniah  Kecamatan  Menganjukan  sural

permohonan penyaluran BLT Desa Triwulan I dengan

melampirkan:

a. Sural pernyataan tanggungjawab pengpunman BLT
Digsa dari kepala Desa;

b. Laporan realisasi penyaluran BLT Desa triwulan 1

penyaluran BLT DD triwulan 1 melalui aplikosi
Crmspan;

Dinas PMD melakukan pengejuan BLT DD dengan
terlebih dahulo menginput Jumlah KPM trwulan 11
melalul Omspan,

1. Pemerintah Desa Menganjukan sural permohonan
penyaluran BLT Desa Towulan I dengan
melampirkan:

a. Surat pemyataan fangpungjawab penggunsan BLT
Dicsa dan kepala Desa;
b. Laporan realisasi penyaluran BLT Desa triwulan IT;

2, Pemeérintah ~ Kecamatan  Menganjukan  surat
permokonan penvaluran BLT Diesa Triwulan IT1 dengan
mefampirkan:

8. Surgl permyataan tanppungjawab penggunasn BLT
Diesa dani kepala Desa;
b. Laporan realisasi penyvaluran BLT Desa frivlan II;

3, Ivnas PMD melakukan perckaman atas  realisasi
penvaluran BLT DD triwulan 11 melalui aplikasi
Cimnspan;

4. Dimas PMD melakukan pengajuan BLT DD dengan
terlebih dahuly menginput Jumlah KPM trivalan 111
miclalul Omspan;

BLT triwulan 'V

1. Pemeriniah Desa Menganjukan surel  permohonan
penyaluran . BLT  Thesa  Triwwulan IV dengan
melampirkan:

. Surai permyatasn tenpgungjawab penggunaan BLT
Dhesn dari kepaln Desa;
b, Laporan realisosi penyaluran BLT Desa triwalan 111

. e e




= : i‘n.':::.'-nu..".- - b CCAMAIAT Menganpekan $LIr31
permohonan pemvaluran BLT Desa Tnwulan [V dengan

miclampairan :

a Surst permyataan tanggungiawsh penpgunaan BLI
Diesa dan kepala Desa,

b Laporan realisas pemvaluran BLT Desa '.T!'-'u'_'J..." 1.

Dirzs WD melabulan perchaman  atas  eaisas:

penyaluran BLT DO tmwulen [ melalar apliias

Chmspan

Dhpas PMD melakukan pengayuan BLT DD dengan

terietnh dahuly menginput Jumlah KPM mwsulan [b
_melalui Limspan, :
"4 | Wakt pelayanan |. Pemenksasn berkas I-3 han
|2 Pengajuan BLT Desa sctap tnwulanmelabo -3 han
_aphkas) Omspan
| 5 Bya tanill | Tadak dikenakananf
"6 Produk lavanan Ptnga;m permyvaluran BL T Desa -.u:l.ur' trowulan melalus
| aplikasi Omspan
7| Pengelolaan Sekst Bina Tata Usaha Kevangan Desa
Pengaduan o
8 | Sarang don prasamna | 1 Kemputer
dan'otan fasilinas 2 Internet
i Ponter
1. ATK
5. Kendarman dinas o
9. | Kompetensi Pelaksana | 1. Muhir mengoperasiknn computer
2. Memahami Permendagn, Permendes dan Peraturan Bupat
mengenai Pengelolaan Kewangan Diesa =~ !
10. | Pengawasan intermal | Alasan langsung -
11, | Jumlah pelaksana 2 prang I
12, | Jaminan pelavanan Mempunvai kompetensi di bidang Tata h:ln]:u Dam Desa |
13. | Jaminan keamanan Berkas usulan harus memenuhi standar regulas Permendagn,
dan kesclamatan Permendes, Peraturan Menten Keuangan dan Peraturan I]IJ]'"-'J-TI |
pelayanan mengenai Tata Cara Penggunoan, Pemyaluran. Pembinaan, ,
Pelaporan dan Pengenaan Sankst Dana Desa i
14. | Evaluasi kinerja Secara berkala dilaporkan ke atasan
pelaksana |

72, JENIS PELAYANAN : PEMBINAAN KELEMBAGAAN KEMASY ARAKATAN DESA { RT,
AW, KADER POSYANDLU, PEK, KARANG TARUNA DESA, LIP'M DESA/KELURAHAN)

NO.

KOMPONEN

RAIAN

L

Dinsar Hukum

Undang-Undang Nomor & Tahun 2014 tentang Desa.
Peraturan Pemerintahan Momor 42 Tahun 2004 temang
Peraturan Peloksanaon Undang-Undang Nomor & Tahun
2014 sentong Desa,

Peraiuran Menten Dalam Megen Nomar 5§ Tahun 2007
tentang Pedoman Penptain Lembags Kemasyarakaian,
Peraturan Menieri Dalom Negeri Nomor 54 Tahun 2007
fentang  Pedoman  Pembentuksn  Kelompok  Kena
Operasional Pembina Pos Pelavanan Terpadu.

Peraturan Menteri Dalam Megeri Indonesia Nomor 18 |
Tahun 2018 fentang Lembaga Kemasyarakatan i Desa |
dan Lembaga Adat Desa;

Pernturon Daernh Kobupoten Sumedang Momor 14 Tahun |
2007 tentong  Pedoman  Pembentukan  Lembaga |
Kemasyarakaton di Desa

Persturan Bupatn Semedang Momor 72 Tahun 2003
teniang Rukun Tetanggns dan Rukun Wiargn

[E5 4 Srem By



r i | keterkaitan 1 SDP Pelaksanuan Pembinzan |embaga Kemasyarakatan,
Lembaga Adat, Lembaga Masyarakat dan Hukum Adar,

S0P Pelaksanaan Pembina Evaluas) Lembaga

Kemasyarakaian, Lembaga Adat. Lembaga Masvarakat

- dan Hukum Adat,

| 3. SOP Pelaksanaan Fasilitasi Pelaporan Pembinaan

Evaluasi Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat.
_ Lembaga Masyarakat dan Hukum Adat,

| ]

3. | Kualifikasi 1. Memiliki kemampuan pengolshan data sederhana

| Pelaksannan 2 Mengetahui twgas dan fungsi Sistem dan Prosedur
Pemerintzhan

3. Menpetahui tugas dan fungsi mekanisme pembuatan
laporan

4. | Peralatan/Perlengkapan Lembaga KenaRencana Kerja dan Anggaran
KompulerPrinter/Scenner

Jaringan Infernai

=

Muobil/Motor '

Menugaskan Kasi untuk  mendampingifmelaksanakan |

Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat |

Lembapa Masyarakat dan Hukum Adat;

2. Melaksanakan perjalanan dinas dalam rangka Pembinaan
Lembagn Kemasyarakatan, Lembagn Adat, Lembaga
Masyarakat dan Hukum Adai;

3. Setiap tiba di lokasi Pembinaan  Lembagn
Kemasyarakatan, Lembaga Adai, Lembagsa Masyarakat |
dan Hukum Adat mengisi buku tamu kunjungan;

4, Mengisi Buku Tamu, memadu pengisian berita acara
Pembinaan Lembaga Kemasyaraketan, Lembaga Adat,
Lembaga Masyarakat dan Hukum Adat,

5. Merekap berita scarn den foto Pembinaan Lembaga
Kemasyarakatan, Lembaga Adat, Lembaga Masvarakai
dan Hukum Adat;

6. Membuat nota dinas laporan Pembinaan dan menyerahkan
kepada Kabid.

7 MMemeriksa draf nota dinas  Jika setuju,  Kabid
menandatangani  nota  dinas. Jika  tidak  setuju
mengembalikan kepada kasi untuk diperbaiki.

% Menyerahkan nota  dinas  laporan  Pembinaan
Kemasyarakatan, Lembaga Adat, Lembaga Masyarakat
dan Hukum Adat;

8 Memerintahkan Fungsional Umum untuk mengarsipkan
note dinas Pembingan Lembaga Kemasyarakatan,

. Lembaga Adat, Lembaga Masyarakatan dan Hukum Adat;

Pencatatin dan Di simpan sebagai data elcktronik dan manual.

Pendaianan .

Biaya/ Taril Tidak ada Tarif

Wakiu Penyelesaian Sesuzi Materi

Protuk Pelayanan Pembinaan ke Lapangan

Pengelolann Pengaduan | Bidang Kelembagaan dan SDM

Evaluasi kinertja Secara berkala di laporkan kepada atasan

pelaksanaan -]

5 | Prosedur

;E:*M~=-"*"|-m
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23, JENIS PELAYANAN : PELAY ANAN INFORMASI DATA KELEMBAGAAN DESA

N KOMPONEN

LRAIAN

1 | Drasar Hukum

-

Lk

Lfnda.ﬁg-L'rbdang MNomor 6 Tahun 2014 tentang Desa,
Peraturan Pemerintzhan Nomor 41 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor & Tahun
2014 1enang Deda, .
Persturan Menten Dalam Negen Nomor § Tahun 2007
tentang Pedoman Penatzan Lembaga K:::u_-»;'..}r.d-.'tr..ul -
Peraturan Menten Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2007
ientang  Pedoman  Pembentukan Kelompok kg
Operasional Pembina Pos Pelayanan Terpadu, :
Peraturan Mentenn Dalam Negen [ndonesta Nomer 13
Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatzn di Dhesa
dan Lembaga Adat Desa,

Peraturan Dacrzh Kabupaten Sumedang Nomor 14 Tahun
07 tentang  Pedoman  Pembentukan Lembagn
Kemasyamkatan di Desa;

Peraturan Bupati Sumedang Nomaor 72 Tahun 2013
tentang Rukun Tetangga dan Rukun Warga,

2. | Keterkanan

SOP Pelaksannan Pelayanan Informasi data Kelembagaan
Diesa dan Lembagn Adat Desa.

S0P Pelaksanaan penginfulan dota Lembaga Adat Desa, |
SOP Pelaksanaan Fasilitasi Pelaporan Evaluasi Pelayanan |
Informasi data Kelembapaan Desa dan Lembage Adat |
Desa -

3. | Kualifikasi
Pelaksanaan

L B

Memiliki kemampuan pengolahan data sederhana
Mengetahui tugas dan fungsi Sistem ,
Mengetahui tugas dan fungsi mekanisme pembuatan |
laporan

4, | Peralatan/Perlengkapan

ol o

Lembaga KerjaRencana Kerja dan Anggaran
Komputer/Printer/Scenner

Jaringan Internet

kil Maotor

5. | Prosedur

" Menugaskan Kasi untuk membuat link informasi data

Kembagoan Desa don Lembaga Adat Desa;

Melaksanakan perjalanan dinas dolam rangka Sosisalisas
Informasi Kelembagaan Desa dan Lembaga Adat Desa
Setiap tiba di lokasi Desa untuk Pelayanan Informasi data
Kclembagaon Desa dan Lembaga Adat Desa mengisi
buku tamu kunjungan,

Menpgisi Buku Tamu, memadue pengisian berita acara |
Sosialisasi Pelavanan Informasi data Kelembagaan Desa |
dan Lembaga Adat Desa

Merekap berita acara dan foto kegiatan di lapangan terkait
sosisalisasi Pelavanan Informasi data Klembagaan Diesa
dan Lembaga Adat Desa

Membual nota dinas laporan sosialisasi Pelayanan
Informasi data Kelembagaan Desa dan Lembaga Adat
Ehosa

bMemenksa draf nota dinas. Jika  setuju, Kabid
menandslangani  nofa  dimas.  Jika  tidak  sewuju
mengembalikan kepada kasi untuk diperbaiki.
MMenyerahkan nota dinas Pelayanan Informasi data
Kelembagaan Desa dan Lembaga Adal Desa kepada kasi
untuk diarsipkan

Memerintahkan Fungsional Umum untuk mengarsipkan
nota dinas Pelayanan Informasi data Kelembogaan Desa
dan Lembaga Adat Deso ]

. e e



6. | Pencatatan dan v simpan sebapai data elekiromk dan manual.
Pendataan

7. | Biaya/Tanf Tidak ada Tarif

£ | Waktu Penvelesaian | Besuai Muoteri Pemnbinaan

9. | Produk Pelayanan | Pembinaan ke Lapangan

10, | Pengelolaan Pengaduan | Bidang Kelembagnan dan SDM -

11. | Evaluasi kincrja Secara berkala di laporkan kepada atasan

pelaksanaan

24, JENIS PELAYANAN : PELAYANAN ADMINISTRASI POSYANDU

N, KOMPONEN

URAIAN

1. Drazar Hukum

I. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 lentang
Kesejahternan Sosial { Lembaran Megara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Megara
Republik Indonesia Momor 4967,

2, Undang-Undang MNomor 36 Tahun 2009  tentang
Kesehatan ( Lembaran Megara Republlik Indonesia Tahun
2009 Momor 144 Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomar 5063);

3, Undang-Undang Nomor 52 tentang Perkembangan
Ependudukan dan Pembangunan Keluarga { Lembaran
Megara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 161,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
50807

4. Pml::n'an Pemeriniah Momor & Tahun 198§ tcntang
Koordinasi Kegiatan Instalasi Varikal di Daerah;

5. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah

Momor 53 Tahun 2000 tentang Pemberdoyoan dan

Kesejahterann Keluarga,

6. Keputusan Menteri Dalam MNegen dan Otonomi daerah
Momor 9 Tehun 2001 temang Kader Pemberdayaan
Masyarakal,

7. Pemiuran Menteri Dalam Neper Momor 08 Tahun 20035
tentang Pedoman Pemnberdayasn Dan Kesejahteraan
Keluarga Dalam Rangka Meningkatkan Dan Mewujudkan
Tertih Administrasi Kependudukan;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2007
tentang Pedoman Pembentukan Kelompok Kera Opsional
Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu; .

%, Peraturan Benteri Dalam Megeri Republik Indonesia
Momor | Tahun 2013 fentang Pemberdayaan Masyarakat
Melalui Germkan Pemberdayaan Dan  Kesejahieraan
Keluarga;

10, Peraturan Daerah Kobupaten Sumedang Nomor 3 Tahun
2008 tentang Keschatan Ty, Bayi Baru Labir, Bayi dan
Anpk Balita (KIBLA ) i Kabupaten Sumedang

2 Kelerkailan

1. S0P Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Fosyandu.

2 S0P PPeloksanaan penginputan Data Posyandu.

3. S0P Pelaksamsan Fasilitasi Pelaporan Evaluasi
Pelayaman Administrosi Posyandu.

3. | Kualifikas:
PPelaksamoan

1. Memiliki kemampuan pengaelahan Dala Pesyandu

2. Mengetalui tugas dan fungsi Sisterm Adminisis Yang
Ada di Posyandu.

3 Mengetuhui tuges dan fungsi mekonisme  pembuatan
laporan  Bulanan, Triwulun, Semester  dan Tahwnan
Adlministrasi Posyandus, J

.




4 | PeralaanPerlengkapan | 1. Lembaga Kena Rencana Kena dan Anggaran
2. Komputer.Pninter Scenner
3. Janngan Internet
E 4. Mohil Motor
5. | Prosedur |, Menvgatkan Kag untuk mendata Posvandy vang ada db
senap Dees di Kabupaten Sumedang,

2. Melaksanakan penalanan dinas dalam rangka Sosisalisas

perihal pembinaan Administrasi Posyvandu,
| 3. Setiap tiba di lokasi Desa/Posvandu untuk mengisi buku
| tamu kunjungan:

4. Mengisi Buku Tamu, memandu pengisian bernita acam
Pembinaan Administrasi Posvandu.

5. Merckap berita acara dan foto kégatan di lapangon terkan
Pembinaan Peloyanan Adminisirasi Posvandu,

f. Membuat nola dinas laporan sosalisasi Pelavanan
Administrasi Posyandu.

7. Memeriksa drafl nota dinas. hika  setuju,  Kabid
menandatangani  nota  dinas. Dika  tidak  setyyu
mengembalikan kepada kasi uniuk diperbaiki.

8. Menyerahkan nota  dinas  Pembinaan  Pelayanan |
Administrasi Posyandu kepada kas) untuk diarsipkan

9. Memerintahkan Fungsional Umum untuk mengarsipkan
noda dinas Pembinaan Pelayanan Administrasi Posyandu

6. | Pencatatan dan Di simpan sehagai data elektronik dan manual.
Pendataan

7. | Biaya/Tanf Tidak ada Taril

8. | Wakiu Penvelesaian Sesuai Materi Pembinaan

9. | Produk Pelayanan “Pembinaan ke Lapangan

10 | Pengelolaan Pengaduan Eldung K:Iqmbl_gaan dan SOk

11, | Evaluasi kinerja Secara berkala di laporkan kepada atasan

pelaksanaan

-
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